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Kata kunci:

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyuasin. Penelitian ini dikaji dari perspektif auditi dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
metode studi kasus dan teknik analisis tematik. Fenomena penelitian ini berdasarkan pada laporan
hasil pemantauan tahunan oleh unit pemantauan Inspektorat Kabupaten Banyuasin yang
menunjukkan adanya fakta bahwa penyelesaian tindak lanjut masih ada yang berstatus dalam proses
dan belum ditindaklanjuti, hasil penelitian menemukan kurangnya komunikasi pada tingkatan
manajemen SKPD Kabupaten Banyuasin dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang
kompeten, sehingga penyelesaian tindak lanjut belum tercapai secara maksimal yang dibuktikan
dengan masih adanya status penyelesaian yang belum dan/atau tidak ditindaklanjuti. Untuk ke
depannya agar kepala/pimpinan SKPD yang secara umum memiliki komitmen dalam upaya
penyelesaian dapat mengupayakan komunikasi yang lebih baik dan melibatkan semua komponen

dalam organisasi dengan membentuk pola hubungan tugas

1. Pendahuluan

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari
audit, review, evaluasi, pemantauan dan Kkegiatan
pengawasan lainnya. Pengawasan berfungsi membantu agar
sasaran yang ditetapkan pemerintah dapat tercapai, Fungsi
pengawasan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan
sangatlah penting baik sebagai early warning system apabila
terdapat penyimpangan maupun sebagai fungsi pembinaan
bagi satuan kerja di setiap unit pemerintahan. Pada
pemerintahan, istilah pemeriksaan sering digunakan sebagai
terjemahan dari auditing (BPKP,2009). Audit merupakan
proses kritis yang dapat membantu mengidentifikasi
kelemahan yang ada serta mengidentifikasi setiap peluang
perkembangan yang terbuka (Kaelin, 2016).

Setelah melakukan pemeriksaan maka auditor akan
menerbitkan dokumen hasil pemeriksaan yang disebut
dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi hasil
audit dan rekomendasi auditor yang harus ditindaklanjuti
oleh auditi. Rekomendasi hasil pemeriksaan bermanfaat
untuk perbaikan kinerja organisasi auditi. Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi dalam
rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam
hasil pemeriksaan.

Anggapan yang mengira bahwa penerbitan LHP
merupakan akhir dari kegiatan pemeriksaan dan merupakan
akhir keterlibatan auditor, padahal hasil atau manfaat penuh
dari proses audit sendiri berupa perbaikan berdasarkan
kesalahan yang telah diidentifikasikan baru akan dirasakan

oleh auditi jika temuan audit telah ditindaklanjuti (Russell &
Regel,1996). Sementara Liu & Lin (2012) juga menyebutkan
bahwa perbaikan setelah proses Audit dapat meningkatkan
akuntabilitas objek pemeriksaan. Aikins (2012) menyarankan
agar pemerintah daerah meningkatkan monitoring dan
melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan audit dalam
rangka memperkuat akuntabilitas publik. Schneider (2009)
menjelaskan bahwa pelaksanaan rekomendasi audit
merupakan salah satu bentuk dukungan dari auditi terhadap
keberhasilan fungsi audit.

Oleh sebab itu, saran atau rekomendasi hasil

pemeriksaan seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti secara
administrasi saja tetapi harus dilaksanakan sungguh-sungguh
untuk memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada,
sehingga akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan di
masa mendatang dan manfaat pengawasan dapat dirasakan
secara optimal. Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur

dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD
1945, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9

Tahun 2009 pada bab II, dan Surat Edaran Nomor:

SE/02/M.PAN/ 01/2005. Untuk jangka waktu penyelesaian

TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
kalender
berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa
pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk

sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan

dilaksanakan.



2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode studi kasus (case study) dan difokuskan pada
Organisasi Perangkat Daerah dengan sumber dana dari APBN
maupun APBD yang status penyelesaian TLHP-nya tidak
dan/atau belum selesai/sah .

Tipe desain penelitian yang digunakan adalah Type 3
(multiple-case design (holistic)) karena menggunakan
beberapa objek kasus yang dilaksanakan oleh beberapa
Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi sampel, dengan
menggunakan satu unit analisis yaitu penyelesaian TLHP.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik
terhadap data berupa dokumen laporan hasil audit, hasil
wawancara yang diperoleh dari informan sebagai
kepala/pimpinan OPD, Pejabat PembuatKomitmen OPD dan
Bendahara pengeluaran OPD yang menjadi sampel di
Kabupaten Banyuasin.

Analisis tematik menurut Braun dan Clarke dalam
(Sofyani, 2015) digunakan untuk mengidentifikasi,
menganalisis, dan melaporkan pola-pola tema dalam data
yang berfokus pada aspek tertentu yang paling relevan serta
memungkinkan peneliti untuk terlibat dengan teori.

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan, merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak
lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan auditor ekternal dan auditor internal
Inspektorat Kabupaten Banyuasin, dari proses penyelesaian
tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa
dilihat komitmen pimpinan instansi terhadap hasil
pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi
peningkatan kinerja perangkat daerah.

Respon terhadap laporan hasil pemeriksaan yang
diterimanya, dengan melakukan berbagai upaya penyelesaian
TLHP. Menjadi kewenangan auditi itu sendiri dalam
menentukan langkah-langkah yang paling efektif bagi
organisasinya, salah satunya dengan pembentukan tim Ad
Hoc seperti yang telah dihimbau oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyuasin. Tim Ad Hoc merupakan tim khusus
yang bertanggung jawab menyelesaikan TLHP di instansinya
dan sangat penting untuk membantu percepatan
penyelesaian TLHP karena akan memudahkan proses
koordinasi dengan berbagai pihak.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin, entitas yang
menjadi objek tindak lanjut tersebut belum menetapkan
tujuan dan target waktu penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) secara eksplisit, hal ini dikarenakan
pimpinan entitas tidak ingin memberikan penekanan kepada
pegawainya, terhadap kondisi ini perlu adanya peran
pimpinan entitas mengerakkan bawahannya untuk dapat
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pimpinan sebagai
pemberi arahan dan pengambil keputusan jika terdapat
kendala-kendala yang memerlukan otoritas pimpinan.

Perlu adanya komitmen dan pemahaman yang sama
dilingkungan entitas yang mejadi objek TLHP antara
pimpinan dan pejabat teknis yang menangani TLHP terhadap
tugas-tugas penyelesaian TLHP, kegiatan evaluasi perlu juga
dilakukan oleh pimpinan entitas sebagai bentuk pemantauan
terhadap perkembangan penyelesaian TLHP yang terjadi
pada instansi masing-masing karena akan dilaporkan ke
Kepala Daerah melalui Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyuasin. Evaluasi yang dilakukan akan memberikan
manfaat penting bagi entitas dan intasi pengawas dalam
mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami dalam

3.2 Upaya atau strategi

penyelesaian tindak lanju hasil pemeriksaan serta dapat
merumuskan usaha untuk mengatasi setiap kendala yang
ditemukan.

Inspektorat Daerah Kabupaten
Banyuasin dalam mengoptimalkan penyelesaian TLHP.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melakukan
berbagai upaya dalam proses penyelesaian TLHP intern antara
lain dengan membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Tujuan
dibentuknya Majelis Pertimbangan TPTGR adalah untuk
pengamanan dan penyelamatan terhadap kerugian keuangan
dan barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang. Dalam menjalankan tugasnya,
Majelis Pertimbangan TPTGR dibantu oleh Tim Sekretariat
Majelis Pertimbangan TPTGR dalam menangani administrasi
dan kesekretariatan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Majelis
Pertimbangan TPTGR dalam penyelesaian kerugian daerah,
antara lain menetapkan temuan yang terbukti menimbulkan
kerugian daerah melalui Surat Keputusan yang ditandatangani
oleh Kepala Daerah sebagai kerugian daerah. Majelis
Pertimbangan TPTGR juga telah menyusun teknis penagihan
untuk beberapa kasus kerugian daerah. Upaya Majelis TPTGR
dalam melakukan penagihan terhadap pihak-pihak yang
berkewajiban menyelesaikan TLHP masih dengan upaya
damai.

Selain membentuk Majels Pertimbangan TPTGR,
dalam rangka wupaya penyelesaian TLHP Pemerintah
Kabupaten Banyuasin juga membentuk tim penyelesaian
kerugian daerah, yang tugasnya pengumpulan bukti,
penatausahaan, analisis, menginventarisir dan mengevaluasi
kasus kerugian daerah serta menginvetarisir harta kekayaan
milik pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat
lainnya yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian
daerah. Optimalisasi yang dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Banyuasin dalam pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan intern juga membentuk tim
tindaklanjut dengan memaksimalkan pegawai yang dimiliki
saat ini.

Inspektorat Kabupaten Banyuasin juga telah
menghimbau agar masing-masing entitas penangungjawab
membentuk Tim Ad Hoc penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan (TLHP) yaitu tim khusus yang menangani
penyelesaian TLHP pada masing-masing entitas. Tim Ad Hoc
bertanggung jawab membuat komitmen bersama melalui
penentuan target dan waktu dalam menyelesaikan TLHP.
Melalui Tim Ad Hoc diharapkan akan memudahkan koordinasi
antara instansi dan lembaga pengawasan maupun dengan
pihak terkait.

Upaya lain untuk mempercepat penyelesaian TLHP
yang dilakukan oleh Inspektorat, antara lain dengan
memberikan penegasan pelaksanaan TLHP kepada auditi
melalui surat teguran maupun surat perintah pelaksanaan
TLHP, kemudian Inspektoratjuga menghimpun semua temuan
yang ada dan melakukan pemantauan atas temuan-temuan
tersebut, terhadap temuan-temuan yang signifikan
Inspektorat mengundang auditi serta mengundang pihak
terkait yang mempunyai kewajiban penyelesaian TLHP untuk
membahas penyelesaiannya. Dalam pertemuan dengan auditi
maupun pihak ketiga terkait akan dibicarakan mengenai
komitmen yang bersangkutan, khususnya yang berkaitan
dengan pengembalian keuangan. Komitmen ini terkait dengan
kesediaan auditi atau pihak ketiga menyelesaikan
kewajibannya dalam kurun waktu tertentu. Pernyataan
komitmen dapat berupa ditandatanganinya Surat Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM) atau melakukan penyetoran kembali ke
kas daerah terhadap kerugian daerah dan kas desa terhadap
kerugian desa yang telah diidentifikasi.



Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah
Kabupaten Banyuasin melalui Inspektorat Daerah dalam
rangka melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan intern,
namun upaya-upaya tersebut masih belum optimal karena
ada beberapa permasalahan yang ditemukan, baik yang
terjadi di tingkat auditi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah
Kabupaten Banyuasin melalui Inspektorat Daerah
Kabupaten Banyuasin dalam rangka melaksanakan tindak
lanjut hasil pemeriksaan intern, namun upaya-upaya
tersebut masih belum optimal karena ada beberapa
permasalahan yang ditemukan, baik yang terjadi di tingkat
auditi.

Saldo temuan tahun 2021 yang belum
ditindaklanjuti dan dari hasil audit kontruksi, terdapat
rekomendasi temuan secara keseluruhan yang perlu
ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut :

a. Status tindak lanjut hasil pemeriksaan intern oleh
Inspektorat Kabupaten Banyuasin

Tabel 1.
Kegiatan audit reguler sesuai PKPT Tahun berjalan

Nilai Pengembalian|
No Jenis Audit Jumlah (Rp)
Rekom

1 Dana Desa 454 779730856,34

2 Dana BOK 56 30.831.317,00

Dana BOS 155 87.091.736,00

3 Monitoring 4 10.241.273,00
Dana Desa

4 Opname Kas 4 6.174.971,00

5 Audit Kinerja 19 11.388.935,50

6 PBJ 20 22.803.810,66

7 Audit TPP 48 125.136.957,10

Jumlah 760 |1.073.399.856,60

Berdasarkan tabel di atas diketahui hasil evaluasi
penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan tersebut dari 760
(tujuh ratus enam puluh) rekomendasi temuan, dengan nilai
pengembalian sebesar Rp. 1.073.399.856,60 Sampai dengan
tahun 2021, rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti
sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) atau 33,16 %,
dengan nilai setoran sebesar Rp. 221.117.570,00 atau 20,60
% dari nilai pengembalian Rp. 1.073.399.856,60

b. Hasil Audit Khusus Berdasarkan Tindaklanjut Pengaduan
Masyarakat

tabel 2
Hasil Audit khusus berdasarkan tindaklanjut
pengaduan masyarakat

Nilai
Jumlah | pengembalian
Rekom (Rp)

1 Laporan Hasil Audit 13.605.000,0
Khusus Dugaan 0
Penyelewengan
Penyelenggaraan
Pembangunan Desa
oleh  pemerintah
desa Tahun
Anggaran 2016
sampai dengan
2020.

2 Laporan Hasil Audit
Khusus dugaan

No Jenis Audit

278.760.400,00

Zakirin/Prosiding SNIP (2022) Kode......

pidana
kegiatan
pembangunan Los
Pasar Desa Tanjung
Menang,
Kecamatan Rantau
Bayur Tahun
Anggaran 2019.

korupsi

3 Laporan Hasil Audit 246.860.000,00
Khusus Dugaan
Tindak Pidana
Korupsi Keuangan
di Kecamatan
Muara Telang
Kabupaten
Banyuasin  Tahun
Anggaran 2018 dan
2020.
4 Laporan Hasil Audit
Khusus Keuangan
Dana Desa (ADD)
dan Dana Desa (DD)
di Kecamatan 4
Tanjung Lago
Kabupaten
Banyuasin  Tahun
Anggaran 2019.
Jumlah 16

147.663.590,00

686.888.990,00

Jumlah rekomendasi atas hasil pemeriksaan khusus
yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin
tahun 2021 secara keseluruhan yang berpotensi kerugian
daerah sebanyak 16 (enam belas) rekomendasi yang belum
dituntaskan dengan nilai pengembalian  sebesarRp.
686.888,990,00

c. Statustindaklanjut hasil pemeriksaan Auditor eksternal
oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin

Nilai
Pengembalian
(Rp)

Jumlah

No Hasil Temuan Audit
Rekom

1 Hasil Pengadaan Bibit
dan Pupuk atas Dua
Paket Pekerjaan dan
tidak  diterima oleh
Gabungan Kelompok
Tani

2 Kelebihan Pembayaran
atas 20 Paket Pekerjaan
Kontruksi pada Empat
SKPD

3 Dokumen
Pertanggungjawaban
atas Pekerjaan
Pembangunan Jalan
Penghubung sesuai
kondisi senyatanya.

4 Denda  Keterlambatan
Pekerjaan Lanjutan
Pembangunan Jembatan 2
Kurang Dikenakan dan
kelebihan pembayaran

5 Kelebihan Pembayaran
atas Pengadaan Sembako
untuk Keluarga 2
Penerima Manfaat
Berupa Beras sebesar Rp

1 39.250.000,00,

2 12.193.855.962,70

2 416.450.871,15

281.587.1960202

75.993.195,00




75.993.195,00

6 Pendataan dan
Penyaluran Bantuan
Mikro Pedagang Pasar
dan Bantuan Usaha
Ekonomi Produktif Tidak
Akurat dan Gagal Salur

2 75.993.195,00

13.781.426.426.894,
19

Jumlah 11

Berdasarkan tabel di atas diketahui hasil evaluasi
penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan tersebut dari 11
(sebelas) rekomendasi temuan, dengan nilai pengembalian
sebesar Rp. 13.781.426.894,19 Sampai dengan tahun 2021,
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 8 (delapan)
atau 72,73%, dengan nilai setoran sebesar Rp.
13.388.704.542,71 atau 97,15 % dari nilai pengembalian Rp
13.781.426.426.894,19.

3.3 Penyebab belum optimalnya penyelesaian TLHP

Berdasarkan proses penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditi identifikasi
beberapa penyebab belum optimalnya penyelesaian TLHP
intern di Pemerintah Kabupaten Banyuasin
berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam
evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan intern yaitu :

1. Belum Tersedianya Kebijakan Khusus tentang TLHP dan
belum tersedianya aplikasi istem Informasi Manajemen
Hasil Pengawasan

Proses penyelesaian TLHP intern di Pemerintah
Kabupaten Banyuasin belum ada kebijakan khusus yang
mengatur pelaksanaan TLHP intern. Panduan dan pedoman
yang digunakan selama ini berupa peraturan perundangan
dari pusat yang mengatur hal-hal umum saja, sedangkan
banyak hal-hal khusus yang perlu diatur lebih detail sesuai
dengan kondisi di daerah. Hal-hal khusus yang perlu diatur
secara detail, antara lain mengenai prosedur penyelesaian

TLHP, cara menangani masalah-masalah umum, maupun

sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang lalai.

Mekanisme penyelesaian TLHP intern perlu diatur serta

memberi daya paksa instansi kepada pihak-pihak yang

berkewajiban melaksanakan tindak lanjut.

Selain itu perlu adanya sarana dalam pemantauan
terhadap pelaksanaan pengawasaan yang dilakukan
dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin
utamanya terkait dengan pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan intern, sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan
akan tepat waktu, tepat guna dan memiliki manfaat bagi
auditi.

2. Masalah koordinasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian, beberapa
masalah yang terjadi dalam proses koordinasi yaitu terkait
dengan lambatnya respon dari pihak auditi, koordinasi intern
instansi terkendala dengan kesibukan operasional instansi
sehari-hari yang menyebabkan respon penyelesaian TLHP
menjadi lambat untuk dipenuhi bahkan terjadi
kecenderungan di entitas penangngjawab bahwa TLHP
merupakan pekerjaan tambahan dan bukan prioritas.
Semestinya penyelesaian TLHP merupakan tanggung jawab
dari pekerjaan yang harus segera dikerjakan meskipun bukan
merupakan tugas pokok pelaksana. Hal ini berhubungan
dengan kedisiplinan dan prioritas dari individu terkait.

3. Pimpinan entitas penangungjawab TLHP belum mampu
memberikan motivasi

Pimpinan OPD telah berupaya menjalankan perannya

dengan ikut terlibat dalam upaya penyelesaian TLHP, antara
lain pimpinan memberi kepercayaan dan tanggung jawab
kepada pegawai, memberi kesempatan konsultasi, memberikan
solusi jika pegawai mengalami kesulitan, serta sebagai
pengambil keputusan dan penanggung jawab terhadap
keseluruhan kegiatan. Menurut Ruky (2002), seorang pimpinan
dikatakan telah memimpin dengan efektif jika ia mampu
mengarahkan pegawainya untuk mengerjakan seluruh
pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya
untuk mencapai tujuan organisasi. Kurangnya keterampilan
seorang pemimpin dalam membangkitkan dan memelihara
motivasi kepada bawahannya menyebabkan penyelesaian
TLHP menjadi belum optimal.

4. Kurangnya komitmen Pimpinan

Kurangnya komitmen pimpinan secara tidak
langsung membuat daya paksa instansi menjadi lemah, selain
komitmen pimpinan instnasi, komitmen Kepala Daerah juga
berperan besar dalam mendorong penyelesaian TLHP intern.
Komitmen pimpinan dapat dilihat dari sikap pimpinan dalam
membuat kebijakan, salah satu contohnya adalah dengan
pemindahan pejabat/staf teknis yang belum menyelesaikan
tanggung jawabnya untuk melaksanakan rekomendasi
auditor. Jika pimpinan mempunyai komitmen yang kuat untuk
menyelesaikan TLHP, maka setiap pejabat harus terlebih
dahulu menyelesaikan rekomendasi auditor yang menjadi
tanggung jawabnya sebelum menunaikan tugas di tempat yang
baru.

Kebanyakan temuan yang sulit diselesaikan adalah
temuan-temuan yang sudah lama dikarenakan pejabat yang
menanganinya telah pindah tugas, sehingga pejabat baru
kesulitan menemukan dokumen atau permasalahan detailnya.
Komitmen pimpinan juga terlihat dari peran pimpinan
memberi perhatian khusus terhadap penyelesaian TLHP, baik
itu membahas dalam suatu pertemuan maupun dalam
memberikan dukungan-dukungan tertentu yang memberi
kemudahan dalam penyelesaian TLHP.

5. Masalah Evaluasi

Inspektorat Kabupaten Banyuasin telah melakukan
evaluasi terhadap perkembangan penyelesaian TLHP, namun
tidak ada jadwal tetap. Evaluasi yang dilakukan secara berkala
dapat bermanfaat untuk memantau perkembangan yang
terjadi dan jika ada kendala maka dapat dengan segera dicari
solusinya.

Evaluasi dapat dilakukan dalam lingkungan intern
entitas penangungjawab maupun dalam lingkup pemerintah
kabupaten Kabupaten Banyuasin secara keseluruhan, baik
berupa penyampaian laporan tertulis maupun membahasnya
bersama dalam forum rapat. Dengan ditentukannya jadwal
evaluasi terhadap perkembangan TLHP, maka akan
mendorong setiap pelaksana lebih serius menanggapi
tanggung jawabnya terhadap penyelesaian TLHP intern.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan
tersebut di atas, beberapa Kkesimpulan yang dapat
dikemukakan dalam Implementasi penyelesaian tindak lanjut
pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin adalah sebagai
berikut :

1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki peranan yang
strategis dalam siklus pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan, karena berhasil atau tidaknya pengawasan
dapat dilihat atau diukur dari perkembangan tindak lanjut.
Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Intern.



2. Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
terdapat kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya
penyelesaian TLHP intern yaitu :

a. Belum tersedianya kebijakan khusus tentang TLHP

sehingga para pelaksana tidak memiliki panduan dalam
pelaksanaan kegiatan dan tidak ada ketegasan
mengenai pemberian sanksi bagi pihak yang lalai
memenuhi kewajibannya.
Lambatnya respon pihak lain dalam pelaksanaan
proses koordinasi dan Koordinasi intern instansi
terkendala oleh kesibukan operasiona instansinya.
dalam menyelesaikan temuan-temuan yang sulit
ditindaklanjuti menunjukkan tingkat keseriusan
menyelesaikan TLHP yang masih rendah.

c. Pimpinan auditi belum mampu memberikan motivasi
kepada para pegawai dalam melakukan penyelesaian
TLHP intern dan ekstern

d. Kurangnya komitmen pimpinan yang terlihat dari
kebijakan mutasi pegawai yang tidak
mempertimbangkan kewajiban TLHP yang belum
selesai, belum memberikan penekanan dan sanksi
kepada pegawai yang lalai melaksanakan tugasnya,
belum adanya kebijakan tertulis yang mengatur
pelaksanaan TLHP, jarang membahas perkembangan
TLHP pada saat pertemuan, dan lebih mementingkan
kegiatan operasional lainnya dari pada penyelesaian
TLHP.

e. Proses evaluasi yang tidak dilaksanakan secara berkala
menyebabkan kedisiplinan pegawai dalam melaporkan
perkembangan TLHP rendah dan cenderung kurang
serius menanggapi TLHP Kkarena tidak selalu terpantau
oleh pimpinan.
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